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Abstract 

This study aims to examine the compatibility of blockchain technology with the principles of fiqh al-
siyasah and maqashid al-shariah. This study employs a combined approach: a descriptive qualitative 
method based on a literature review to analyze books, journals, and official KPU regulations, as well as 
a systems engineering approach to develop and test a Solidity-based smart contract deployed on the 
Polygon Amoy Testnet via the Remix IDE and integrated with MetaMask. The results show that the 
developed e-voting system successfully recorded 362 on-chain transactions, all of which were verified, 
and demonstrated that the key characteristics of blockchain decentralization, immutability, 
transparency, and smart contracts are inherently aligned with Sharia principles such as justice (‘adl), 
trustworthiness (amanah), and public interest (maslahah), and are thus aligned with the maqashid of 
Sharia in safeguarding religion, life, intellect, lineage, and property. Consequently, the application of 
blockchain in elections both theoretically and technically has the potential to strengthen public trust and 
create a more ethical system of governance in accordance with Islamic values. 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian teknologi blockchain dengan prinsip fikih 
siyasah dan maqashid al-syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan gabungan, yaitu 
kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka untuk mengkaji buku, jurnal, dan regulasi resmi 
KPU, serta pendekatan rekayasa sistem (systems engineering) untuk mengembangkan dan 
menguji smart contract berbasis Solidity yang di-deploy pada jaringan Polygon Amoy Testnet 
melalui Remix IDE dan dihubungkan dengan MetaMask. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa sistem e-voting yang dikembangkan berhasil mencatat 362 transaksi on-chain yang 
seluruhnya terverifikasi, serta membuktikan bahwa karakteristik utama blockchain 
desentralisasi, immutability, transparansi, dan smart contract memiliki kesesuaian inheren 
dengan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan ('adl), amanah, dan kemaslahatan (maslahah), 
sehingga selaras dengan maqashid syariah dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan 
harta. Dengan demikian, penerapan blockchain dalam pemilu secara teoretis maupun teknis 
berpotensi memperkuat kepercayaan publik dan menciptakan sistem pemerintahan yang 
lebih etis sesuai nilai-nilai Islam. 
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PENDAHULUAN 

Integritas proses pemilihan umum (Pemilu) merupakan fondasi utama dari 

sebuah sistem demokrasi yang sehat. Sayangnya, dalam praktiknya, tantangan 

terhadap transparansi dan akuntabilitas sering kali menggerus kepercayaan publik. 

Isu-isu seperti potensi manipulasi daftar pemilih, ketidakakuratan rekapitulasi suara, 

hingga lambatnya pengumuman hasil, menjadi sumber keraguan yang berulang. Di 

Indonesia, misalnya, pada tahun 2024 Mahkamah Konstitusi (MK) telah meregistrasi 

309 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) 2024 (Ashri 

Fadilla., 2025). Dan pada pemilu tahun 2019, Mahkamah Konstitusi ( MK ) telah 

menerima  permohonan sengketa sebanyak 339, terbagi dari 329 diajukan parpol/caleg 

dan 10 diajukan calon anggota DPD, satu lagi permohonan yakni pilpres (CNN 

indonesia, 2019). Survei juga kerap menunjukkan bahwa sebagian masyarakat yang 

masih meragukan kejujuran pemilu(Bhayu aji prihartato, 2024).  

Sistem blockchain dalam pemilu yang telah dijelaskan dari hasil penelitian Isa Al 

Ghifary Ahmad menunjukkan bahwa sistem e-voting berbasis blockchain dapat 

meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemilihan (Al et al., 2025). 

Penelitian Junaedi dkk. yang dijelaskan dalam artikelnya  dapat disimpulkan bahwa 

pengembangan aplikasi e-voting berbasis blockchain memiliki potensi untuk 

menggantikan sistem e-voting konvensional (Junaedi et al., 2024). Keunggulan utama 

dari aplikasi ini terletak pada kemampuannya untuk menciptakan sebuah lingkungan 

pemilihan yang tidak hanya bebas dari manipulasi data, tetapi juga mampu 

memberikan bukti otentikasi yang tak terbantahkan. Keamanan dan transparansi 

blockchain diakui sebagai inovasi teknologi yang dapat mendukung nilai-nilai syariah 

(M. R. Aini, 2025). Fakta-fakta tersebut mengindikasikan adanya kerapuhan dalam 

sistem yang berlaku, di mana kerapuhan tersebut berpotensi menggerogoti dasar 

legitimasi dari suatu kepemimpinan nasional.  

Dalam mencari solusi atas persoalan ini, teknologi blockchain hadir dengan 

sejumlah janji. Sifatnya yang terdesentralisasi, transparan, dan catatannya yang 

hampir mustahil diubah menawarkan cara revolusioner untuk menyelenggarakan 

Pemilu (Suharto & firdaus, 2024). Teknologi ini berpotensi menciptakan sistem yang 

tidak hanya aman dari kecurangan tetapi juga mudah diawasi oleh publik. Namun, 

pembahasan mengenai blockchain untuk Pemilu selama ini masih banyak terjebak 

pada aspek teknis dan keamanannya semata. Seperti yang dikemukakan oleh Rosi 

Hasibara dkk., implementasi sistem e-voting berbasis blockchain memiliki potensi 

besar untuk meningkatkan keamanan, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses 

pemilu (Rosi Hasibara, A Maulana, Boya Bimantara, 2025). Selain itu,  Feri Agustina 

dkk. di dalam artikelnya berpendapat teknologi blockchain ini memiliki potensi besar 

dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sektor publik (Agustina 

et al., 2025). Padahal, nilai-nilai yang dibawa oleh teknologi ini seperti kejujuran, 

keadilan, dan kepercayaan memiliki resonansi yang dalam dengan prinsip-prinsip 

moral dan etika dalam berbagai sistem nilai, termasuk Ekonomi Syariah (Wilson 

Wilson et al., 2024). Pada hakikatnya, ekonomi syariah tidak terbatas pada urusan jual 

beli semata, melainkan juga menyediakan panduan moral untuk penyelenggaraan 
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kepemerintahan yang bersih. Nilai-nilai intinya sangat jelas: menjunjung tinggi 

kepercayaan (amanah), menegakkan keadilan ('adl), dan senantiasa mengutamakan 

kemaslahatan bersama (maslahah) dalam setiap keputusan (Nauli et al., 2024). Dalam 

konteks ekonomi Islam, teknologi blockchain dapat memberikan manfaat tambahan 

dengan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Djumadi, 2023). 

Prinsip-prinsip inilah yang kemudian memunculkan pertanyaan penelitian: 

Bagaimana implementasi teknologi blockchain dalam Pemilu dapat dipandang 

melalui lensa Ekonomi Syariah? Apakah teknologi ini hanya sekadar alat yang 

canggih, atau ia juga dapat menjadi perwujudan modern dari nilai-nilai syariah yang 

berusaha menciptakan keadilan dan mencegah ketidakjelasan (gharar) serta 

kecurangan? 

Kekosongan analisis inilah yang coba diisi oleh artikel ini. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis konvergensi antara inovasi teknologi dan nilai-nilai etis 

dengan menjembatani diskusi teknis tentang blockchain dalam pemilu dan perspektif 

normatif siyasah syar’iyyah. Dengan melakukan tinjauan literatur yang komprehensif, 

artikel ini berargumen bahwa blockchain bukan hanya solusi teknis, tetapi juga 

sebuah instrumen yang dapat mewujudkan prinsip-prinsip siyasah syar’iyyah, 

terutama fikih siyasah dalam tata kelola penyelenggaraan negara. Pada akhirnya, 

integrasi ini diharapkan dapat berkontribusi pada terciptanya sistem Pemilu yang 

tidak hanya kuat secara teknologi tetapi juga kukuh dalam nilai-nilai keadilan dan 

kepercayaan. 

KAJIAN LITERATUR 

Sistem Blockchain 

Blockchain adalah struktur data terdistribusi yang terdiri dari blok rantai, yang 

bisa berupa buku besar global yang menyimpan catatan semua transaksi di jaringan 

blockchain (Munawar et al., 2023, p. 67). Teknologi blockchain adalah mekanisme 

basis data canggih yang memungkinkan pembagian informasi transparan dalam 

jaringan bisnis. Basis data blockchain menyimpan data dalam blok-blok (AWS, n.d.). 

saling terhubung dalam sebuah rantai. Blockchain seperti database, yaitu cara 

menyimpan catatan nilai dan transaksi (Budi Raharjo, 2022, p. 1). Satoshi Nakamoto 

(2008:9) mengatakan dalam artikelnya yang telah diterjemahkan oleh Christopher 

Tahir dkk., jaringan peer-to-peer dengan proof-of-work untuk mencatat histori publik 

dari transaksi-transaksi yang dengan segera secara komputasi akan menjadi tidak 

mudah untuk diubah oleh penyerang jika titik-titik komputasi yang jujur 

mengendalikan mayoritas kekuatan komputasi.  

Teknologi blockchain lahir pada 2008 (Rahardja et al., 2020, p. 

28).  Pengembangan blockchain dilakukan oleh seorang  yang bernama Satoshi 

Nakamoto (Hendrik, n.d.). Tetapi identitas Satoshi Nakamoto tetap tak terungkap 

hingga saat ini (Gumelar, 2022). Satoshi Nakamoto memperkenalkan Bitcoin ke dunia 

pada tahun 2008 melalui whitepaper berjudul Bitcoin: Sistem Uang Elektronik Peer-to-

Peer (uqualify, 2024). Setelah merilis whitepaper, Satoshi aktif berkomunikasi 

dengan para pengembang awal Bitcoin melalui forum dan email. Tentu banyak 
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yang mempertanyakan kapan Satoshi Nakamoto menghilang. Setelah aktif 

mengembangkan jaringan Bitcoin dan melakukan komunikasi lewat email dan 

forum hingga tahun 2010, Satoshi secara perlahan menghilang dari dunia maya. 

Pada tahun 2011, ia mengirim pesan terakhir yang mengatakan bahwa ia telah 

“beralih ke hal lain.” Sejak saat itu, tidak ada komunikasi lanjutan dari identitas 

tersebut (Tim Finance Analyst, 2025).  

Fikih Siyasah 

Fikih siyasah merupakan cabang ilmu Fikih yang mengkaji tata kelola 

pemerintahan dan pengaturan urusan publik berdasarkan prinsip-prinsip syariah. 

Secara etimologis, Siyasah berasal dari kata sasa-yasusu yang bermakna mengatur atau 

memimpin. Ibn Aqil mendefinisikannya sebagai segala tindakan yang mendekatkan 

manusia pada kemaslahatan dan menjauhkan dari kerusakan, sementara Djazuli 

merumuskannya sebagai ilmu yang mengkaji pengaturan kepentingan umat 

berdasarkan hukum Islam demi mewujudkan kemaslahatan umum (Sagara et al., 

2024). Landasan normatifnya bersumber dari Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 58 yang 

memerintahkan amanah dan keadilan dalam memutuskan perkara, Surah Asy-Syura 

ayat 38 yang menegaskan musyawarah sebagai mekanisme pengambilan keputusan, 

serta hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa setiap pemimpin akan dimintai 

pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Fondasi normatif ini pada akhirnya 

menjadikan fikih siyasah penting untuk dijadikan sebagai kerangka evaluasi terhadap 

sistem pemerintahan dan penyelenggaraan pemilu (Muhibin et al., 2024). 

Ruang lingkup Fikih siyasah mencakup tiga bidang utama, yaitu Siyasah 

dusturiyyah yang membahas konstitusi dan pemilihan pemimpin, Siyasah maliyyah 

yang mengatur keuangan negara, dan Siyasah dauliyyah yang mengatur hubungan 

antarnegara. Di antara ketiganya, Siyasah dusturiyyah paling relevan dengan sistem 

pemilu karena mengatur mekanisme seleksi pemimpin, pengawasan kekuasaan, dan 

perlindungan hak politik warga negara (Agustin et al., 2024).  

Fikih siyasah mengedepankan prinsip-prinsip fundamental yang menjadi tolok 

ukur evaluasi sistem pemerintahan, meliputi amanah dalam menjalankan tugas, 

keadilan (‘adl) tanpa diskriminasi, musyawarah (syura) sebagai partisipasi publik, 

akuntabilitas kepada rakyat dan kepada Allah SWT, kemaslahatan (maslahah) sebagai 

prioritas utama kebijakan, serta perlindungan hak-hak masyarakat dalam proses 

politik. Prinsip-prinsip ini selaras dengan konsep good governance kontemporer yang 

menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat (Ramlan, 2023). 

Dalam perspektif Fikih siyasah, pemilu merupakan operasionalisasi konsep syura 

dalam konteks kenegaraan modern. Penyelenggaraan pemilu yang berintegritas 

merupakan kewajiban agama sekaligus tuntutan konstitusional karena kegagalan 

menjamin kejujuran dan transparansi proses bertentangan langsung dengan prinsip 

amanah dan keadilan (Muhibin et al., 2024). Karakteristik teknologi blockchain 

memiliki keselarasan yang kuat dengan prinsip-prinsip Fikih siyasah, yaitu 

desentralisasi yang mencerminkan prinsip syura yang tidak memusatkan kekuasaan 

pada satu otoritas, tidak ada pihak yang dapat memanipulasi catatan suara, dan 
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transparansi yang memungkinkan setiap warga negara mengaudit proses pemilu 

secara independen (Djumadi, 2023). Dengan demikian, penerapan blockchain dalam 

sistem pemilu merupakan inovasi teknologi yang dapat mendukung tujuan fikih 

siyasah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adil dan dapat dipercaya. 

Maqashid Syariah 

Maqashid syariah secara harfiah berarti tujuan-tujuan syariah, yakni sasaran yang 

hendak dicapai hukum Islam dalam mengatur kehidupan manusia. Konsep ini 

diformulasikan secara sistematis oleh Imam al-Ghazali dan dikembangkan secara 

komprehensif oleh Imam al-Syathibi dalam al-Muwafaqat, yang menegaskan bahwa 

seluruh ketentuan syariah ditetapkan untuk kemaslahatan manusia di dunia dan 

akhirat (Alfaatih et al., 2024). Umer Chapra (2008) juga telah menjelaskan lima unsur 

pokok yang saling bergantung satu sama lain, yaitu menjaga iman (din), diri atau jiwa 

(nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Chapra menekankan bahwa 

kelima tujuan ini bersifat saling menopang sehingga kegagalan memelihara salah satu 

unsur akan berdampak langsung pada unsur-unsur lainnya (Chapra, 2008). 

Tujuan pertama, hifz al-din (perlindungan agama), mencakup pemeliharaan nilai-

nilai moral dan etika sebagai fondasi peradaban. Tujuan kedua, hifz al-nafs 

(perlindungan jiwa), mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, jaminan keadilan, 

kebebasan, keamanan jiwa dan kehormatan, kesempatan kerja, solidaritas keluarga 

dan sosial, serta ketenteraman mental dan kebahagiaan. Tujuan ketiga, hifz al-‘aql 

(perlindungan akal), menekankan pada kemajuan pengetahuan melalui tersedianya 

pendidikan agama dan sains yang berkualitas dan terjangkau, fasilitas riset dan 

perpustakaan, kebebasan berpikir dan berekspresi, serta penghargaan atas karya 

kreatif. Tujuan keempat, hifz al-nasl (perlindungan keturunan), mencakup 

pemenuhan kebutuhan, termasuk layanan kesehatan, lingkungan yang sehat, serta 

kebebasan dari rasa takut, konflik, dan ketidakamanan. Tujuan kelima, hifz al-mal 

(perlindungan harta), mensyaratkan tata kelola yang baik, kesempatan kerja dan 

wirausaha yang luas, keamanan jiwa, harta, dan kehormatan, solidaritas sosial dan 

kepercayaan, tabungan dan investasi yang produktif, serta distribusi yang adil dan 

penghapusan kemiskinan (Kusnan et al., 2022).  

Kelima tujuan maqashid syariah ini secara keseluruhan membangun argumentasi 

bahwa penerapan blockchain dalam pemilu merupakan inovasi yang selain unggul 

secara teknis, juga memiliki justifikasi normatif yang kuat dalam perspektif hukum 

Islam. 

METODE PENELITIAN 

Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang mengintegrasikan dua strategi 

secara komplementer. Pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka dan 

pendekatan rekayasa sistem (system engineering) (Furidha, 2023). Pendekatan kualitatif 

digunakan untuk menganalisis kesesuaian teknologi blockchain dengan prinsip fikih 

siyasah dan maqashid al-syariah melalui telaah literatur ilmiah, sedangkan pendekatan 

rekayasa sistem digunakan untuk membangun dan menguji implementasi nyata 
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sistem e-voting berbasis blockchain sebagai bukti konsep (proof of concept) dari temuan 

teoritis yang diperoleh. 

Sumber data dan teknik pengambilan data 

Penelitian ini menggunakan dua jenis data secara simultan. Pertama, data 

kualitatif sekunder yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah terindeks Scopus dan 

SINTA, prosiding konferensi, serta regulasi resmi KPU. Kedua, data teknis primer 

yang dihasilkan langsung dari proses pengembangan dan pengujian sistem, 

mencakup hasil kompilasi smart contract, log transaksi on-chain, dan output pengujian 

fungsional di jaringan Polygon Testnet. 

Sistem e-voting dikembangkan di atas jaringan Polygon Testnet menggunakan 

smart contract berbasis Solidity yang di-deploy melalui perangkat lunak Remix ide. 

Pemilihan Polygon sebagai platform didasarkan pada keunggulannya dalam efisiensi 

biaya transaksi yang rendah dan kecepatan konfirmasi blok yang tinggi. Smart contract 

dirancang untuk mengelola pendaftaran pemilih, pencatatan suara secara immutable, 

dan penghitungan hasil secara otomatis melalui mekanisme on-chain governance. 

Teknik Analsisis Data 

Analisis data dilakukan melalui dua jalur yang saling melengkapi. Untuk data 

kualitatif, digunakan teknik analisis isi guna mengidentifikasi kesesuaian konseptual 

antara karakteristik blockchain dengan prinsip fikih siyasah dan maqashid al-syariah. 

Untuk data teknis, digunakan analisis fungsional berbasis pengujian (functional testing) 

di Polygon Testnet, yang mencakup pengujian integritas data transaksi, verifikasi 

immutability catatan suara, pengukuran efisiensi gas fee per transaksi. Hasil kedua jalur 

analisis kemudian disintesiskan untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat teknis 

sekaligus normatif-syariah. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Briliano, Ardiansyah, dan Mahardika (2025:104) dalam artikelnya mengatakan 

bahwa penerapan smart contract yang berada di jaringan blockchain menjadi solusi 

inovatif dan praktis yang memiliki tingkat keamanan tinggi dengan data yang tidak 

dapat dimanipulasi, sehingga antara penerimaan dan pengeluaran dana kampanye 

terjadi keseimbangan. Hasan Zakiri (2025:751) juga mengungkapkan bahwa teknologi 

blockchain memiliki potensi signifikan sebagai instrumen peningkatan transparansi 

pemilu. Teknologi blockchain ini memungkinkan setiap seseorang memilih calon 

suara akan terekam secara permanen di rantai blockchain web 3 yang mustahil di 

ubah, sehingga mengurangi resiko manipulasi data dan kecurangan. penggunaan 

blockchain dalam pemilu dapat membantu mengurangi risiko pemalsuan data dan 

memastikan integritas hasil pemilihan (Oktaviani, 2024). 

Transparansi adalah prinsip utama dalam ekonomi Islam, yang mendorong para 

pelaku ekonomi untuk memberikan laporan yang jujur dan akurat tentang asset dan 

pendapatan, serta berpegang pada prinsip kejujuran, keterbukaan, dan ketersediaan 

informasi pada semua aspek kegiatan ekonomi dalam kerangka prinsip-prinsip Islam 

(Mediawati, 2023, p. 217). Dari Abshor, Safi’i, and Adinugraha (2024:347) mengatakan 
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blockchain dalam mendukung prinsip-prinsip ekonomi Islam, khususnya dalam 

aspek transparansi transaksi dan pengurangan praktik riba, gharar, dan maysir.  

Dalam ekonomi syariah, tranparansi merupakan salah satu bentuk nilai amanah dan 

keadilan (‘adl) yang wajib di jaga dalam aktivitas sosial dan ekonomi, termasuk juga 

dalam proses pemilu ini. Dalam konteks ekonomi Islam, teknologi blockchain dapat 

memberikan manfaat tambahan dengan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-

prinsip syariah (Djumadi, 2023).  

Blockchain secara alami mendukung prinsip kejujuran dan transparansi karena 

semua transaksi tercatat dalam sistem yang tidak bisa diubah (immutable ledger). Setiap 

transaksi dapat diverifikasi tanpa perlu perantara, sehingga mengurangi risiko 

penipuan atau manipulasi data (EH, 2025). mengindetifikasikan bahwa kepercayaan 

publik terhadap hasil pemilu dapat meningkatkan melalui emplementasi blockchain 

karena dalam sistem blockchain mengurangi pihak ketiga dan meningkatkan 

keamanan data. Teknologi smart contract yang melekat dalam blockchain 

memungkinkan untuk otomatisasi validasi data suara tanpa campur tangan manusia 

sehingga sangat memperkecil peluang kecurangan dalam pemilu.  

Dalam konteks ekonomi syariah, hal ini sejalan dengan prinsip maslahah 

(kemaslahatan) dan amanah, yang dimana kejujuran serta integrasi menjadi dasar 

dalam menjaga kepercayaan masyarakat lembaga dan pemerintahan. Selain itu, sifat 

immutability dari blockchain memastikan bahwa data yang dicatat tidak dapat diubah 

atau dihapus, sehingga menciptakan catatan yang permanen dan dapat dipercaya 

mengenai setiap transaksi yang dilakukan (Jinoto, 2025, p. 18). dengan ini, blockchain 

tidak hanya relevan secara teknologi, tetapi juga etis dan sesuai dengan prinsip 

ekonomi islam. 

Implementasi Blockchain dalam Sistem Pemilu 

Gambar 1. Langkah langkah pembuatan smarct contract 

Sumber: penulis 

 

Gambar 1 untuk membuat sistem pemilu berbasis blockchain harus 

menggunakan aplikasi remix ide dan meta mask yang dimana kedua aplikasi ini 
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saling terhubung untuk menjalankan pemilu dengan teknologi blockchain. Remix ide 

ini untuk menulis dan mendeploy kontrak ( smarct contract ), meta mask ini tempat 

dompet  dan jembatan ke blockchain. 

 

Gambar 2. Antarmuka Smart Contract di Remix IDE 

sumber: Diambil dari hasil implementasi penulis menggunakan Remix IDE, 2025. 

Gambar 2 menunjukkan antarmuka smart contract ElectionContract yang telah 

berhasil dideploy pada jaringan Polygon Testnet (80002) dengan alamat kontrak: 

‘0x217e65357E0F8389D2575B0db3C32DeF24f8C9Ae’. Tampilan tersebut berisi seluruh 

fungsi yang digunakan untuk mengelola proses pemilu berbasis blockchain. Setiap 

tombol mewakili fungsi dalam smart contract yang dapat dijalankan oleh pengguna 

melalui Remix.  

Gambar 3. Interface Admin Panel Sistem Pemilu Blockchain 

sumber: Dokumentasi penulis, 2025. 



Journal of Fiqh in Contemporary Financial transactions, Vol.4, No.2, 2026|94 

Gambar 3 menunjukkan halaman Admin Panel pada sistem pemilu blockchain. 

Di halaman ini admin dapat menghubungkan wallet Metamask, menambah kandidat, 

mendaftarkan pemilih, serta mengatur jalannya pemilu melalui tombol Mulai Pemilu, 

Selesai Pemilu, dan Reset Pemilu. Setiap aksi yang dilakukan admin langsung 

terhubung ke smart contract di blockchain, sehingga semua proses seperti penambahan 

kandidat dan pendaftaran pemilih tercatat secara transparan dan tidak dapat 

dimanipulasi. 

Gambar 4. Halaman pemilih 

sumber: Dokumentasi penulis, 2025. 

Gambar 4 menunjukkan halaman yang digunakan pemilih untuk memberikan 

suara dalam sistem pemilu berbasis blockchain. Pada halaman ini pemilih diminta 

menghubungkan wallet Metamask terlebih dahulu. Setelah terhubung, sistem 

menampilkan daftar kandidat yang sebelumnya didaftarkan oleh admin.  

Gambar 5. Interaksi Kontrak Akun Metamask 

 sumber: MetaMask 
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Gambar 5: Setiap kali kita melakukan transaksi pada sistem, kita akan diminta 

untuk menandatangani pada MetaMask.  

Gambar 6. Riwayat Transaksi Smart Contract pada Polygon Testnet 

sumber: Polygonscan (https://polygonscan.com), 2025. 

  

Gambar 6 menunjukkan daftar transaksi pada alamat smart contract pemilu di 

jaringan Polygon Testnet melalui situs Polygonscan. Setiap baris pada tampilan 

tersebut merupakan aktivitas yang dilakukan selama pemilu, seperti menambah 

kandidat, mendaftarkan pemilih, memulai pemilu, memberikan suara, hingga 

mengakhiri pemilu. 

 Suparlan (2025:69) mengatakan Implementasi smart contract pada aplikasi e-

voting memastikan transparansi dan keabsahan proses pemilihan suara. Sistem 

pemilu yang dikembangkan memanfaatkan teknologi blockchain sebagai fondasi 

utama untuk menjaga keaslian, transparansi, dan integritas data pemilihan. Seluruh 

aktivitas penting mulai dari penambahan kandidat, registrasi pemilih, hingga 

pencatatan suara ditangani langsung oleh smart contract, sehingga setiap proses 

berlangsung otomatis tanpa campur tangan pihak luar. Sedangkan, Setia and Ajib 

Susanto (2019:191) mengatakan dapat disimpulkan bahwa e-voting berbasis teknologi 

blockchain ini mampu menjadi penyimpan data voting yang aman. Karena data 

disimpan pada jaringan terdistribusi, hasil pemilu dapat diperiksa kembali kapan pun 

tanpa risiko perubahan.  

Dari sisi implementasi, aplikasi dibagi menjadi dua portal terpisah: satu untuk 

administrator dan satu untuk pemilih. Administrator memiliki kewenangan mengatur 

daftar kandidat, menetapkan siapa saja yang berhak memilih, serta menentukan 

kapan pemilu dimulai ataupun diakhiri. Sementara itu, pemilih cukup 

menghubungkan wallet mereka untuk memberikan suara, dan sistem akan 

memastikan bahwa setiap alamat hanya dapat memilih satu kali. Kontrak pintar juga 

menerapkan mekanisme status pemilu, sehingga tindakan tertentu hanya dapat 

dilakukan pada fase yang sesuai. Setelah pemilu berakhir, tersedia fungsi resetElection 
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untuk mengosongkan seluruh data sebelum memasuki periode pemilihan berikutnya. 

Meskipun sistem ini masih membutuhkan biaya gas dan akses wallet kripto, 

pendekatan berbasis blockchain ini menunjukkan bahwa proses pemilihan dapat 

dibuat lebih aman, mudah diaudit, dan bebas manipulasi. 

Sistem pemilu berbasis blockchain masih memiliki beberapa keterbatasan 

penting. bahwasanya Lubis (2021:18) mengatakan Privasi yang ada sekarang ini di 

dalam DisProve masih bisa dibilang kurang, dengan data validasi dapat terlihat, 

walaupun data sebenarnya tersembunyi. Dari Laia and M.Kom (2024:9) juga 

mengatakan  tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, minimnya literasi digital, 

dan belum adanya regulasi yang mendukung secara menyeluruh perlu diatasi untuk 

implementasi yang optimal. Pengguna juga wajib memiliki wallet seperti meta mask 

dan koneksi internet stabil, sehingga menimbulkan hambatan bagi pemilih yang 

kurang familiar dengan teknologi.  

Sifat blockchain yang tidak dapat diubah membuat suara tidak bisa direvisi, 

sementara fitur reset menghapus seluruh data tanpa mekanisme pemulihan. Setelah 

pemilu dimulai, penambahan kandidat maupun pemilih tidak lagi memungkinkan, 

sehingga mengurangi fleksibilitas.  yang khususnya menjadi masalah di daerah 

pedesaan di mana alternatif pemungutan suara daring yang siap pakai akan sulit 

diimplementasikan (Sah et al., 2025, p. 546). Setiap interaksi juga memerlukan biaya 

gas, dan penggunaan aplikasi dompet di perangkat seluler sering menimbulkan 

kendala teknis. 

Transparansi dan Keamanan dalam pemilu berbasis Blockchain 

Blockchain adalah database yang mengamankan penyimpanan berbagai jenis 

data dalam jaringan terdesentralisasi (Setia & Ajib Susanto, 2019). Teknologi 

blockchain telah muncul sebagai sebuah perkembangan yang signifikan dengan 

potensi untuk meningkatkan keamanan dan transparansi dalam berbagai aplikasi, 

termasuk sistem e-voting (Mochammad Alif Aditya Putra Bhakti, 2025). keterbukaan 

blockchain yang total justru menimbulkan masalah privasi. Jika tidak dirancang hati-

hati, semua catatan suara, bahkan identitas pemilih dapat dilihat siapa saja. Untuk 

mengatasi permasalahan tersebut dibutuhkan teknik kriptografi seperti ZeroKnowledge 

Proof (ZKP) yang menjadi kunci untuk menyeimbangkan transparansi dan privasi. 

ZKP memungkinkan pembuktian sesuatu benar atau tidak, misalnya bahwa pemilih 

sudah terdaftar dan belum menggunakan hak suaranya, tanpa mengungkap informasi 

lain selain fakta itu sendiri (Riswanto & Dkk, 2025). Teknologi ini tidak hanya 

mengurangi risiko kecurangan dan biaya, tapi juga meningkatkan kepercayaan dan 

partisipasi masyarakat (Unicom, 2025). 

Keamanan teknologi blockchain dibilang sangat kuat, Sistem yang 

menggunakan teknologi blockchain dimana sistem transaksi yang ada dicatat secara 

permanen, sehingga menjadikan data sulit untuk dimanipulasi , dengan teknologi 

blockchain juga menjadikan setiap transaksi mewajibkan disetujui oleh pengguna 

sebelum dimasukkan ke rantai blok, yang menjadikan keamanan lebih meningkat 

(Arwani & Priyadi, 2024, p. 27). Data pada blockchain dilindungi oleh beberapa lapis 
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teknologi sekunder seperti hash, hashchain, private-public key, dan distribusi data P2P 

(Yeni & Kumala, 2020, p. 2). Fitur keamanan tambahan dari blockchain berasal dari 

penggunaan kriptografi yang kuat. Setiap informasi di blockchain dihash secara 

kriptografis, sehingga perubahan atau manipulasi data akan menghasilkan perubahan 

hash ID yang signifikan (Suharto & firdaus, 2024). Hal ini membuat sulit bagi hacker 

untuk mengubah data tanpa deteksi oleh jaringan yang setiap transaksi tercatat pada 

blockchain explorer contohnya seperti jaringan polygron. 

Penggunaan blockchain juga merupakan alat yang bermanfaat bagi KPU untuk 

menjaga transparansi dalam proses pemilu, meminimalkan biaya penyelenggaraan 

pemilu, menyederhanakan proses penghitungan suara, dan memastikan semua suara 

dihitung (Desouza & Somvanshi, 2018).  

Kesesuaikan Implementasi Blockchain dalam Pemilu dengan Prinsip fikih siyasah 

Dalam perspektif fikih siyasah, penyelenggaraan pemilu merupakan manifestasi 

kontemporer dari mekanisme syura (musyawarah) dan bay'ah (pengakuan kesetiaan 

rakyat kepada pemimpin) yang telah diatur dalam khazanah fikih klasik (Anisa, 2025). 

Imam al-Mawardi dalam al-Ahkam al-Sultaniyyah menegaskan bahwa pengangkatan 

pemimpin (imamah) adalah fardu kifayah yang bertujuan menjaga kemaslahatan umat 

dan ketertiban negara (Wadi & Khayr, 2024). Pemilu demokratis modern, meskipun 

tidak identik dengan sistem khilafah klasik, dapat dipahami sebagai ijtihad siyasi 

(rekayasa politik syariah) yang sah selama substansinya, yaitu memilih pemimpin 

yang amanah, adil, dan kompeten, terpenuhi (Yamani, 2025). Blockchain, dengan 

kemampuannya merekam suara secara permanen dan tidak dapat dimanipulasi, 

secara langsung memperkuat substansi syura dengan memastikan bahwa setiap suara 

rakyat benar-benar terhitung dan tidak dapat direkayasa oleh pihak yang tidak 

bertanggung jawab (Jafar et al., 2021). 

Dari sudut pandang prinsip al-amanah dalam fikih siyasah, penyelenggara 

pemilu (dalam konteks Indonesia adalah KPU dan Bawaslu) berkedudukan sebagai 

pemegang amanah publik yang wajib melaksanakan tugas dengan jujur, transparan, 

dan akuntabel (Qosim et al., 2025). Prinsip ini secara normatif mengharuskan 

tersedianya sistem yang meminimalkan ruang bagi penyelewengan amanah. 

Teknologi blockchain memenuhi syarat ini melalui sifat desentralisasinya: tidak ada 

satu otoritas tunggal yang dapat memanipulasi data karena validasi dilakukan secara 

kolektif oleh seluruh node dalam jaringan. Ini selaras dengan konsep wilayah al-hisbah 

dalam fikih siyasah, yakni mekanisme pengawasan publik terhadap penyelenggaraan 

kekuasaan, yang dalam sistem blockchain diwujudkan melalui transparansi buku 

besar yang dapat diaudit oleh siapa pun (Atiyah et al., 2024). 

Prinsip al-'adl (keadilan) dalam fikih siyasah tidak sekadar berarti persamaan 

formal, melainkan keadilan substantif yang memastikan setiap warga negara memiliki 

akses dan hak yang setara dalam proses politik (Sinaga et al., 2026). Kecurangan 

pemilu merupakan bentuk zulm (kezaliman) yang secara tegas dilarang dalam Islam 

karena merampas hak rakyat untuk menentukan pemimpinnya sendiri. Sistem 

blockchain dalam pemilu mengeliminasi potensi zulm ini melalui mekanisme validasi 
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suara yang otomatis, di mana smart contract memastikan bahwa hanya pemilih yang 

terdaftar dan belum menggunakan hak suaranya yang dapat memberikan suara tanpa 

campur tangan manusia yang rawan manipulasi (Gokul et al., 2025). Dengan 

demikian, blockchain menjadi instrumen teknis yang selaras dengan imperatif moral 

al-'adl dalam fikih siyasah. 

Lebih jauh, fikih siyasah juga mengenal prinsip al-syaffafiyyah (keterbukaan) 

sebagai derivasi dari nilai amanah dan keadilan (Syukri et al., 2025). Para ulama 

kontemporer, di antaranya Yusuf al-Qaradawi dan Tariq Ramadan, menekankan 

bahwa sistem pemerintahan Islam yang otentik harus terbuka untuk diawasi dan 

diverifikasi oleh rakyat (Masorong, 2025). Blockchain mewujudkan prinsip ini secara 

teknis melalui fitur publicly auditable ledger, di mana setiap transaksi suara dapat 

diverifikasi secara independen oleh setiap warga negara melalui explorer blockchain. 

Integrasinya dengan sistem pemilu Indonesia berpotensi menjawab problem 

legitimasi yang selama ini menghantui penyelenggaraan pemilu, sebagaimana 

tercermin dari 309 perkara sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi pada tahun 

2024, dengan menyediakan bukti-bukti digital yang tidak terbantahkan 

(cryptographically verifiable) tentang integritas proses pemilihan. 

Implementasi teknologi blockchain dalam sistem pemilu memiliki keterkaitan 

erat dengan prinsip-prinsip dasar fikih siyasah. Blockchain memiliki sifat immutable 

(tidak dapat diubah), decentralized (tidak bergantung pada satu otoritas), dan 

transparent (setiap pihak dapat mengakses histori transaksi) (F. N. Aini & Julina, 2025, 

p. 496). Inilah yang membuat keterkaitan dengan prinsip-prinsip fikih siyasah yang 

sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan  akuntabilitas (Fadilah, 2025, p. 118).  

Implementasi secara mendalam makna keadilan, tranparansi, dan akuntabilitas dalam 

sistem pemilu berbasis blockchain; 

1. keadilan 

a. Validasi Suara: Hanya suara yang valid (memenuhi kriteria sistem dan 

otentikasi) yang akan diproses dan dihitung. Suara yang tidak valid akan 

langsung ditolak oleh sistem. 

b. Smart Contract: Kontrak pintar dapat digunakan untuk mengotomatisasi 

proses pemilihan dan penghitungan suara sesuai aturan yang telah 

ditetapkan sebelumnya, mengurangi intervensi manusia dan potensi 

kecurangan. Namun, penerapan smart contract harus dikaji secara 

mendalam dari sisi fikih untuk memastikan tidak ada unsur yang 

bertentangan dengan syariah. 

c. Auditabilitas: Pemilih dapat memverifikasi bahwa suara mereka telah 

berhasil dicatat dalam blockchain melalui riwayat pemungutan suara, yang 

semakin meningkatkan kepercayaan dan keadilan (F. N. Aini & Julina, 

2025).  

2. Tranparansi  

a. Buku Besar yang Dapat Diaudit Publik (Publicly Auditable Ledger): Setiap 

transaksi suara dicatat dalam buku besar terdesentralisasi yang dapat 

diakses dan diaudit oleh siapa saja (atau pihak yang berwenang). Hal ini 
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memungkinkan pemilih untuk memverifikasi bahwa suara mereka telah 

dicatat dengan benar dan dimasukkan dalam penghitungan akhir. 

b. Kode Sumber Terbuka (Open Source): Idealnya, perangkat lunak yang 

digunakan bersifat sumber terbuka, memungkinkan pengembang, warga, 

atau badan independen mana pun untuk mengaudit fungsionalitas dan 

keamanannya. 

c. Penghitungan Suara Waktu Nyata (Real-time Tallying): Hasil pemilu dapat 

tersedia dan diverifikasi secara instan setelah pemungutan suara selesai 

(Gregori & Doten, 2021). 

3. Akuntabilitas  

a. Imutabilitas Data: Sifat blockchain yang tidak dapat diubah (sekali data 

dicatat, ia permanen) memastikan jejak audit yang lengkap dan dapat 

diandalkan. Setiap upaya untuk mengubah data akan segera terdeteksi oleh 

jaringan. 

b. Kontrak Pintar (Smart Contracts): Aturan pemilu (seperti kelayakan 

memilih, tanggal pemilu, dan metode penghitungan) dapat dikodekan ke 

dalam kontrak pintar yang mengeksekusi sendiri (otomatis) dan tidak dapat 

dimanipulasi setelah diimplementasikan. Hal ini memastikan proses 

berjalan sesuai aturan yang disepakati. 

c. Peran Badan Pengawas: Meskipun sistem terdesentralisasi, badan pengatur 

atau komisi pemilihan umum tetap diperlukan untuk mengawasi 

implementasi, menetapkan standar hukum dan teknis, serta menangani 

masalah yang muncul, memastikan ada entitas yang bertanggung jawab 

atas keseluruhan sistem (atik ullah khan atik, 2024, p. 737).  

Kesesuaikan Implementasi Blockchain dalam Pemilu dengan Prinsip Maqashid 

Syariah 

Implementasi sistem e-voting yang dikembangkan dalam penelitian ini 

dibangun menggunakan smart contract berbasis Solidity yang di-deploy pada jaringan 

Polygon Amoy Testnet melalui Remix IDE dan dihubungkan ke antarmuka pengguna 

melalui MetaMask. Smart contract ElectionContract yang di-deploy pada alamat 

“0x217e65357E0F8389D2575B0db3C32DeF24f8C9Ae” mencakup fungsi-fungsi inti 

pemilu: addCandidate (pendaftaran kandidat), registerVoter (pendaftaran pemilih), vote 

(pemberian suara), startElection dan endElection (kontrol siklus pemilu), serta 

resetElection (pengaturan ulang). Hingga akhir pengujian, sistem telah berhasil 

mencatat 362 transaksi on-chain yang seluruhnya terverifikasi di block explorer Amoy 

Testnet.  

Penerapan teknologi blockchain dalam sistem pemilu dapat dianalisis 

berdasarkan lima tujuan pokok syariah (al-Dharuriyyat al-Khams), yaitu menjaga 

agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan 

harta (hifz al-mal) (M. R. Aini, 2025). Adityangga & Rafiuddin, (2025) menyatakan 

bahwa blockchain memiliki potensi transformatif yang signifikan untuk memperkuat 

landasan etika dan operasional syariah digital, serta secara efektif menjadi alat yang 
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kuat untuk mencapai maqashid al-syariah di abad ke-21. Pertama, menjaga akal (Hifz 

al-'Aql): sistem pemilu yang adil dan jujur sangat penting untuk menjaga tatanan 

sosial yang sehat, yang secara tidak langsung menjaga akal dan stabilitas masyarakat.  

1. Transparansi dan Akuntabilitas: Sifat blockchain sebagai buku besar yang 

terdistribusi dan tidak dapat diubah (immutable) dapat memastikan setiap 

suara dicatat secara akurat dan transparan, sehingga mengurangi potensi 

kecurangan (Wahyudi et al., 2025). Hal ini sejalan dengan prinsip syariah 

tentang keadilan ( 'adl ) dan kejujuran ( amanah ).  

2. Mengurangi Konflik: Pemilu yang transparan dan kredibel dapat mencegah 

sengketa dan konflik sosial akibat hasil yang diragukan (Saroinsong et al., 2025, 

p. 14). Sehingga menjaga stabilitas sosial dan ketertiban umum (salah satu 

bentuk penjagaan akal dan jiwa).  

Kedua, menjaga Keturunan (Hifz al-Nasl): pemilu berbasis blockchain dapat 

dianggap selaras dengan tujuan syariah Hifz al-Nasl karena berfungsi sebagai 

instrumen untuk menjamin keberlanjutan tatanan masyarakat yang adil, aman, dan 

sejahtera bagi generasi saat ini maupun yang akan datang, melalui penciptaan proses 

demokrasi yang berintegritas dan efisien (Widjaja, 2024, p. 31).  Ketiga, menjaga jiwa 

(Hifz al-Nafs): sistem pemilu yang berjalan lancar dan adil berkontribusi pada 

terciptanya pemimpin yang sah dan berintegritas, yang pada gilirannya akan 

menetapkan kebijakan yang menjaga kesejahteraan jiwa (misalnya, kebijakan 

kesehatan dan pendidikan yang baik).  

Keempat, menjaga harta (Hifz al-Mal): penerapan e-voting berbasis blockchain 

berpotensi besar untuk mengurangi biaya logistik pemilu konvensional yang sangat 

besar, seperti pencetakan kertas suara, distribusi, dan honor tim ad hoc. Efisiensi 

Anggaran: Penghematan anggaran negara ini dapat dialokasikan untuk program-

program kesejahteraan rakyat lainnya, yang secara langsung mendukung aspek hifz 

al-mal (menjaga harta) dan maslahah ammah (kemaslahatan umum) (asih karningsing, 

2022).  Kelima, menjaga agama (Hifz al-Din) pemilu yang jujur dan adil adalah bagian 

dari pelaksanaan perintah agama untuk menegakkan kebenaran dan kepemimpinan 

yang adil ( ulil amri ) (Nurrochman, 2022). Teknologi ini berfungsi sebagai alat 

(wasilah) untuk mencapai tujuan ( maqashid ) tersebut.  
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Gambar 7. Framework Implementasi Blockchain dalam Sistem Pemilu Perspektif 

Fikih Siyasah dan Maqashid Syariah 

Sumber: penulis (2026) 

Pada akhirnya, keamanan dan transparansi blockchain diakui sebagai inovasi 

teknologi yang dapat mendukung nilai-nilai syariah (M. R. Aini, 2025). Penerapan 

blockchain dalam pemilu selaras dengan prinsip Maqashid syariah dan siyasah 

syar’iyyah  karena menekankan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Sistem yang 

tidak bisa diubah, terbuka, dan terdesentralisasi membuat proses pemilu lebih jujur 

dan dapat diverifikasi. Mulai dari validasi suara, smart contract yang mengurangi 

kecurangan, buku besar yang bisa diaudit, hingga jejak data yang jelas, semuanya 

mendukung pemilu yang lebih aman dan dapat dipercaya sesuai nilai syariah. 

SIMPULAN 

Penerapan teknologi blockchain dalam sistem pemilu menunjukkan potensi kuat 

untuk meningkatkan transparansi, keamanan, dan akuntabilitas. Hal ini dibuktikan 

melalui implementasi bukti konsep (proof of concept) berupa smart contract berbasis 

Solidity yang di-deploy pada jaringan Polygon Amoy Testnet, di mana seluruh 362 

transaksi on-chain berhasil tercatat secara permanen dan terverifikasi, sehingga 

peluang manipulasi dapat ditekan. Karakteristik blockchain tersebut desentralisasi, 

imutabilitas, transparansi, dan smart contract selaras dengan prinsip maqashid al-

syariah, khususnya dalam menjaga agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-

'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal), serta sejalan dengan nilai keadilan 

('adl), amanah, dan kemaslahatan (maslahah). Namun, sistem ini masih memiliki 

keterbatasan dari sisi teknologi, seperti risiko privasi karena transaksi bersifat publik, 

kebutuhan literasi digital yang tinggi, ketergantungan pada internet dan wallet kripto, 
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sifat immutable yang membuat suara tidak dapat direvisi, biaya gas transaksi, serta 

keterbatasan smart contract yang tidak dapat diperbarui setelah di-deploy. 

Penelitian ini juga memiliki beberapa kelemahan diantaranya: uji coba sistem 

hanya dilakukan pada jaringan Polygon Amoy Testnet, bukan pada pemilu riil ; kedua  

kajian kesesuaian syariah dalam penelitian ini masih bersifat konseptual dan 

interpretatif berdasarkan telaah literatur. Maka, penelitian selanjutnya perlu fokus 

pada peningkatan privasi pemilih, penggunaan jaringan dengan biaya lebih rendah, 

antarmuka yang lebih ramah pengguna, serta mekanisme upgrade smart contract yang 

aman. Selain itu, kajian fikih siyasah dan maqashid syariah yang lebih mendalam dari 

DSN–MUI, uji coba pada skala yang lebih besar, serta audit keamanan siber yang 

komprehensif sangat diperlukan untuk memastikan seluruh mekanisme, termasuk 

smart contract dan penggunaan aset digital, sepenuhnya sesuai dan aman diterapkan 

dalam praktik pemilu nyata. 
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